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BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR:

TENTANG
PENYELARASAN DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014-2018

ol

BUPATI KUNINGAN,

ba hwa berdasarkan Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
pelaksanaan RPJMD;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010, perubahan capaian sasaran
tahunan RPJMD tanpa mengubah target capaian sasaran
akhir, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan
Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa
Barat;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
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Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005
- 2025;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
U ndang-U ndang Nomor § Tahun 20135;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negpri Nomor 12 Tahun 200A

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
ieniang Ped'van Pelaksanaan Perdiurdan reuleriniail Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peratnran Naerah Provingi Jawa RBarat Nomor O Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017;

_Peratuiran Daerah Kahupaten Kuningan Nomor 2 Tahun

2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan,

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun
2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaien Kuningar;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010;



- 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kuningan Tahun 2011- 2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (REJMD) Kabupaien Kuningan Tanun 2014-2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kuningan;

20 Peratnran Runati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang

Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

PERATIIRAN RIPATI KIININGAN TENTANG PENYELARASAN
DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 - 2018.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1

2,

Daerah adalah Kahunaten Kuningan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan.

Bupati adalah Bupati Kuningan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kuningan.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang

selanjulnnya disiugkal REJTIN addlall dukuigern  perenceitaan
pembangunan nasional untuk periode 20 {dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai
dengan tahun 2025.

Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang selanjutnya
disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten
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I(nrnnonn vang terdiri dari rencana tata ruang knhn aten dan

rencana tata ruang kecamatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 {lima) tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Rencana Strategis SKPD vang selanintnya disehnt dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
5 {lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten
Kuningan untuk periode 1 (satu) tanun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Ppndannfnn dan Rplnnm Daerah no Qplanmfnva

____________ 4/ o SL) ___O

d1s1ngkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerinitah
Daerah Kabupaten Kuningan dan DPRD yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Visi adalah mmimisan nmmim mpnapnm keadaan vang dnnmnkan

pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap
urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah Kebijakan Strategis adalah pedoman untuk mengarahkan
rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian
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Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun
untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya
diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian
integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,



la_r_\_a_nga_n hernsaha akses fprhgdan npnonmhﬂan ln:hnnknn

berdaya saing, maupun pemngkatan indeks pembangunan
manusia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud penetapan RPJMD adalah:

a nntnk meniaharkan visi misi Rnngh meﬂ‘lh ke dalam

e, R aIRER LNt aril Rl VoS,

perencanaan lima tahunan,;

b. untuk memberikan arah dalam melaksanakan
pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan.

(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

a. menetapkan visi, misi pembangunan jangka menengah
daerah;

b. menetapkan pedoman penyusunan Renstra SKPD, RKPD,
Renja SKPD dan perencanaan penganggaran;

c. memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.

BAR 111
KEDUDUKAN

Pasal 3
RPJMD merupakan:

a. penjabaran visi, misi dan program Bupati kedalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum dan arah kebijakan
keuangan daerah dengan mempertimbangkan RPJPD; dan

b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus
aciian b_am selirmh knmnnnpn np]nkn npmhnnonnnn daerah

dalam mewujudkan pembangunan daerah yang
berkesinambungan.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
Sistematika RPJMD, meliputi:
a Rahl * Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, landasan hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD
dengan dokumen rencana pembangunan lainnya,
sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
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- Gamharan [Tmim Kondisi Daerah

Memaparkan gambaran umum kondisi daerah yan
meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayanan umum dengan fokus pelayanan urusan
wajib dan urusan piiihan, serta daya saing daeran.

:Gambaran Pengelola:
Kerangka Pendanaan

an Keuangan Daerah serta

Memuat uraian tentang kinerja keuangan di masa
lalu vang terdiri dari 1(1nprm nplﬂkqannnn APRD dan

neraca daerah. Kebljakan pengelolv.an keuangan
masa lalu terdiri dari proporsi penggunaan anggaran
dan analisis pembiayaan. Kerangka pendanaan
terdiri atas analisis pengeluaran periodik wajib dan
men_gikat serta prioritas utama, proyseksi data masa
lalu dan penghitungan kerangka pendanaan.

:Analisis Isu-Isu Strategis

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan
daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan isu-isu strategis.

:Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka
menengah  daerah  tahun  2014-2018 yang
merupakan visi dan misi Bupati dan Wakili Bupati
Kuningan terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan
tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan Arah Kehijakan

MF“I‘\D’HTQﬂ(Qﬂ Qh‘afpm vang rhrnhh dalam mencanai

_________________________ —LE T

tujuan dan sasaran “serta arah kehi jakan dari setiap
strategi terpilih.

‘Kebijpkan Umum dan Program Pembangunan
Daerah

Mpnmlrmkan tentang arah I(Phnnknn umum vang

di Jabarkan dalam  program-program = urusan
pemerintahan baik wajib maupun pilihan.

:Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan

Pendanaannya

Menguraikan tentang rencana program yang
men jadi pnontns dengan indikator program serta
tahapan capaian tiap tahunnya bherikut kebutuhan
pendanaannya.

°Ppn¢=fan';m Indikator Kn’mﬁa Daerrah

Menguraikan indikator kinerja daerah yang
bherkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta
aspek daya saing daerah.



Diundangkan di: Kuningan
Pada tanggal : 7/ - <2 - 2016

I
D
=5

h X ‘Pedoman Trangisi dan Kaidah Pelaksanaan

b

Menguraikan tentang pedoman dan transisi dan
kaidah pelaksanaan yang berisi prinsip-prinsip
pelaksanaan RPJMD 2014-2018.

BAR V
ISi RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
tecantuin dalam Lampiran sebagai Laglan yauyg udak terpisaiikan
dari Peraturan Bupati ini.

RBAR VITI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Knuningan

Pada tanggal : F -2 2016
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